




A. Latar Belakang 
Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Peraturan Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang 
membawa perubahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah 
provinsi/kota/kabupaten. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum 
pelaksanaanya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan 
kota/kabupaten untuk mengatur dirinya sendiri yang menetapkan bahwa 
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan 
retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari daerah 
itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Menurut Andreson (2008:7) Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan 
kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang 
diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pembangunan ekonomi 
daerah khususnya daerah kota atau kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan 
pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa 
yang menjadi kebutuhan daerahnya. Otonomi daerah menghendaki daerah untuk 
2 
 
mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan dalam 
rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, 
otonomi daerah membawa kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan 
dan pengembangan daerahnya masing-masing sebagai upaya pemberdayaan daerah 
dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang 
kehidupan. 
Menurut Kuncoro ( 2011:34 ) Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh 
pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah. Pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, semakin menambah peran 
pemerintah daerah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
untuk terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif di daerah. Pengalihan 
kewenangan pada pemberdayaan masyarakat dari pusat ke daerah, ditujukan agar 
kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. Dinas Pendapatan sebagai aparat teknis 
pendapatan merupakan salah satu instansi yang ikut mendorong peningkatan kinerja 
pemerintah guna mewujudkan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah Kota Kediri 
dibidang pendapatan. 
Menurut Siahaan ( 2005:5) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denga peraturan 
perundang-undangan. Guna merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka 
sumber pembiayaan pemerintahan daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD). Sehingga konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap 
daerah dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai 
urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih 
baik. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmoro (2002:59): 
“Sehingga tujuan utama dari adanya otonomi daerah ini adalah 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 
demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemerataan hubungan 
yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka pembangunan.” 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa sumber-sumber 
penerimaan keuangan daerah terdiri dari: (a) Pendapatan Asli Daerah yang terbagi 
atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (b) dana perimbangan; (c) 
pinjaman daerah; (d) lain-lain penerimaan yang sah. Diantara seluruh pendapatan 
daerah tersebut sumber pendapatan yang paling stabil adalah dari pendapatan pajak 
daerah.  
Menurut Abdul halim (2001:163) kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap 
pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi 
penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah.  
Berkaitan dengan pendapatan asli daerah, komponen pajak daerah dan 
restribusi daerah mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Pajak daerah 
harus dikelola secara optimal seperti halnya harus digali potensinya agar dapat 
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memberikan sumbangan yang besar terhadap pemerintahan daerah. Pemerintah Kota 
Kediri berusaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada diwilayahnya secara 
maksimal dan terarah, terutama yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerahnya. 
Hal tersebut ditindak lanjuti dengan usaha untuk menggali potensi pajak yang ada 
(baik melalui Intensifikasi Pajak maupun Ekstensifikasi Pajak) secara maksimal.  
Menurut Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2010 tentang Pajak  
Daerah yang dimaksut Pajak Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau 
peristirahatan termasuk jasa terkait lainya dengan dioungit bayaran yang mencakup 
juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, selain rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( 
sepuluh). Pemerintah Kota Kediri sejauh ini memiliki beberapa sumber pendapatan 
dari sektor pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) Kota Kediri berdasarkan Peraturan Pemerintahan No 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah Pasal 2 yaitu: 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Parkir 
g. Pajak Air Tanah 
h. Pajak Sarang Burung Walet 
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i. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Melihat beberapa sumber pendapatan dari sektor pajak daerah tersebut, 
dikaitkan dengan potensi yang dimiliki Kota Kediri sebagai kota yang terus 
mengalami perkembangan diberbagai sektor, yang salah satunya yaitu pariwisata. 
Pariwisata Kota Kediri yang terus dikembangkan berimplikasi pada perkembangan 
sub sektor lainnya seperti hotel dan restoran. Semakin banyaknya hotel yang ada di 
Kota Kediri sebagai salah satu sektor pendukung pariwisata daerah membuat pajak 














Berikut ini data penerimaan pajak Hotel tahun 2009-2013 sebagai berikut:                                              
      Tabel 1: Target dan Realisasi PAD Tahun 2009-2013 
TAHUN Target Pajak Hotel 
(Rp.) 
 Realisasi Pajak Hotel 
(Rp.) 
2009 
             
642.000.000,00  
 
                 
1.203.044.594,00  
 
2010 1.319.044.594,00 1.427.474.370,00 
2011 
         1.510.100.000,00  
 
         2.135.618.615,00  
 
2012 
      1.855.000.000,00  
 
          2.346.558.542,90  
 
2013 2.210.000.000,00 2.784.686.896,00 
 
Berdasarkan tabel tersebut tentang penerimaan pajak hotel di Kota Kediri 
dapat diketahui bahwa realisasi dari pajak hotel setiap tahunnya selalu melebihi target 




yang telah ditetapkan oleh pihak dinas pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
penerimaan pajak hotel merupakan salah satu sumber PAD yang cukup berpotensi 
untuk dikembangkan sehingga penerimaannya dapat terealisasi sesuai dengan potensi 
yang ada.  
Oleh karena itu, diharapkan potensi pajak hotel tersebut tergali secara optimal 
melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak hotel.  Hal ini 
menjadikan dasar penelitian yang diangkat oleh peneliti. Peningkatan penerimaan 
dari sektor pajak akan mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan daerah di 
kota Kediri. Sehingga penerimaan sektor pajak tersebut dianggap mampu menjadi 
salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan 
jumlah penerimaannya.  
Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel 
yang direcanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan harus berdasarkan 
potensi riil daerah, yang dapat digambarkan dengan rasio efektifitas. Pengertian 
efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, 
sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh 
besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan 





Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 
untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Efektifitas Pajak Hotel 
Sebagai Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Kediri (Studi Atas Target – 
Realisasi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri)”. 
 
B. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalah 
yang akan diteliti antara lain: 
1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Kediri? 
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel untuk meningkatkan  
penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diinginkan melalui 
dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Kediri. 
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel untuk meningkatkan  








D. Kontribusi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi 
dan masukan bagi pihak yang memerlukannya diantaranya:  
1. Aspek Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai 
peningkatan penghasilan pajak daerah dan pengembangan daerah sektor pajak 
hotel di Kota Kediri yang dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 
mengenai Pemerintahan Daerah dan Pajak Daerah.  
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ataupun bahan 
pustaka dalam ranah studi mengenai Pajak Daerah dalam meningkatkan 
pendapatannya melalui penerimaan Pajak Hotel dan sumbangan pemikiran bagi 
Pemerintah Daerah Kota Kediri dalam mengembangkan potensi daerah dan dalam 
peningkatan Penghasilan Pajak Daerah.   
 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan diperlukan untuk memperluas dan memahami isi 






BAB   I   :  PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian (manfaat penelitian), 
serta sistematika pembahasan yang dipakai. 
BAB  II   :  KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan landasan teori atau tinjauan pustaka yang digunakan 
dalam penelitian. Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang 
berkaitan dengan permasalahan yang ada, sehingga nantinya dapat 
digunakan sebagai pemecahan masalah. Selanjutnya dari konsep tersebut 
terbentuk suatu kerangka penelitian teoritis yang melandasi penelitian ini. 
BAB  III  :  METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, konsep, sumber data, 
metode pengumpulan data, variabel dan pengukuran variabel serta 
analisis data. 
BAB  IV  :  PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan hasil analisis penelitian 
yang meliputi gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Kediri, penyajian data, serta analisis dan pembahasan tentang efektivitas 
dan kontribusi pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah 




BAB  V    :  PENUTUP 
Bab ini memuat suatu kesimpulan dari keseluruhan rangkaian 
pembahasan dari bab-bab sebelumnya dengan disertakan saran-saran dan 
harapan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan penanggulangan 
masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
  
